
a. bahwa untuk mela.ksanakan ketcntuan Pasal 164 ayat (1) 
Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

b. bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Menteri 
Dalam Negeri Nomor 057 /2330 /lJ Tanggal 26 Agustus 
2022 terrtang Panduan Penilaian Penjabat Kepala Daerah; 

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Inspektur 
Jenderal Kemendagri Nomor 100.2.1.3/3225/[J Tanggal 
15 November 2022 Perihal Penyampaian data dukung 
Pejabat Penilai Kepala Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 68 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 
Anggaran 2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentu.kan Kotamadya Daerah Tingkat Il Kendari 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nornor 
44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undo.ng-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik // 
Indonesia Nomor 4286); 
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(/ 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ientang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Percncanaan Pembangunan Nasional [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana teiah diubah beberapa kali cerakhir 
dcngan Undang-Undang Nomotr 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembenrnkan Peraturan Perundang­ 
Undangan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 680lt 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teruang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telab diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nornor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintab 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintah 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Um um 
sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik lndonesia Nornor 74 Tahun 2012 tentang 
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Urnutn 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 53'10); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 renrang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2005 Nornor 137, Tambaban Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Pcnyclenggaraan Pernerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah kepada Masyarakat [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akunta.nsi Pemerintahan (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban 
Lernbaran Negara Republik Indonesia N omor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembina an dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nornor 106); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2019 ten rang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor ~6 1'ahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah teruang Pcnjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5257); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 S 
Tenrang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Jndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

19.Peraturan Menteri dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kernampuan Keuangan Daerah 



Dalam Peraturan Wali Kola .ini yang dimaksud dengau : 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pcmcrintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pernerintahan yang menjadi kewenangan pemeri.ntah Kota Kendari. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disi.ngkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
Urusan Pemerintah Daerah. 

5. Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

6. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
angga.ran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran 
berikutnya. 

7. Sisa Jebih perhitungan anggaran yang selanj uLnya disebut SILPA adalah 
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) 
periode anggaran. 

8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan 
belanja. 

Pasal l 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA KENDARI 
NOMOR 68 TAHUN 2022 TENTANO PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN : 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
20l7 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 202:L 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 
l,Tambahan Lernbaran Daerah Kota Kendari Nomor 27); 

23. Peraturan Daerah Kota Kendari Nornor 7 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Kendari Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 
Kendari Tahun 2021 Nomor 7); 



Uraian lebih lanjut Perubahan atas Perubahan Anggaran Peridapatan dan 
Bclanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalarn 
larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 
Kendari ini terdiri dari : 

Pasal 3 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 22.434.588.291,­ 
.Jurnlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 379.481.142.323,­ 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,- 

Rp. 22.434.588.291,­ 
Rp. 0,- 

4. Pengeluaran Pembiayaan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Rp. l.987.898.818.559,­ 
Rp. 0,­ 
Rp. l.987.898.818.559,- 

Rp. 1.608.417 .676.236,­ 
Rp. 0,­ 
Rp. 1.608.417.676.236,- 

a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan daerah setclab perubahan 
2. Belanja Daerah 

a. Semula 
b. Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah belanja Daerah setelah perubahan 
3. Penerimaan Pembiayaan 

a. Semula Rp. 401.915.730.614,- 
b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 0.- 
.Iumlahlscnerimaanpembiayaan setelah perubahan Rp. 401.915.730.614,- 

Perubahan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 2.010.333.406.850,- tidak mengalami 
perubahan sehingga rnenjadi Rp. 2.010.333.406.850,- dengan rincian sebagai 
Berikut: 

1. Pendapatan daerah 

Pasal2 

9. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah 
dan belanja Daerah. 

10. Dana Cadangan. adalab dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasarana don sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

11. Pemerintah Daerab adalah uang yang masuk ke kas Daerah 
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
13. Pendapatan Daerah aclalah semua hak Daerab yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersib dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

14. Pinjaman Daerah adalab sernua iransaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlab uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Dacrah tersebut dibebani kewajiban unruk membayar 
kembali. 



Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali 
Kota ini dituangkan lcbih Janjut dalarn dokumen Pelaksanaan anggaran saruan 
Kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang- undangan · 

Pasal 4 

Daftar Nama Calon Penerirna, AlamaL Dan Besaran Alokasi 
Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; 
Daftar Narna Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja 
Bagi Hasil: 
Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan 
Belanja dan Pernbiayaan; 
Rincian DBH - SDA Pertarnbangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan gas alam/Tambahan 0011 - Minyak dan 
Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rincian Dana 'I'ambahan Jnfrastruktur Menurut urusan 
Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan, 
Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 
Sinkronis-asi Kebijakan Pernerlntah Kota Pada Daerah 
Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Tcntang 
/\PBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

dan Pembiayaan; 
Daftar Nam a Penerima, Alamat, Penerima dan Besaran 
Hi bah; 
Daftar Nam a Penerima, Alam at Penerima dan Be saran 
Bantuan Sosial; 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja dan Pernbiayaan; 
Penjabaran Perubahan APBD Menurut, Urusan Pernerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja 

Larnpiran X 

Larnpiran IX 

Lampiran VIII 

Larnpiran VIl 

Lampiran VI 

Lampiran V 

Lampiran IV 

Larnpiran !TT 

Lampiran 11 

Lampiran [ 



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 7,- 

Diundangkan di Kendari 
Pada tanggal 19-/1- 2022 

• 

Ditetapkan di Kcndari 
Pada tanggal 28-JI- 2022 

• . <;~ \<'o J- ~\, . 
2 ·r... \WAO r- 

.3 
\lD~ +lu~~ I 1 l 4 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahk.m Pengundangan Peraruran 
Wali Kata ini dengan pene.mpatannya dalarn Serita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasa] 5 
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